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Abstract 

This article discusses the lawsuit process in civil procedural law which is an 

integral part of the justice system in Indonesia. This process includes stages that 

the plaintiff must go through, starting from filing a lawsuit, providing evidence, 

to a court decision. Each stage has regular procedures and is regulated by 

applicable legal provisions, which aim to provide legal protection for individual 

rights in a civil context. This article also reviews various legal aspects related to 

filing a lawsuit, the parties involved, and the rights and obligations of each party 

during the judicial process. With a good understanding of this process, it is 

hoped that a fair, transparent and efficient judiciary can be created in resolving 

civil disputes. 

Abstract 
Prosedur pemanggilan para pihak yang bersengketa merupakan salah satu Artikel 

ini membahas proses gugatan dalam hukum acara perdata yang merupakan 

bagian integral dalam sistem peradilan di Indonesia. Proses ini mencakup 

tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pihak penggugat, mulai dari pengajuan 

gugatan, pembuktian, hingga putusan pengadilan. Setiap tahap memiliki prosedur 

yang teratur dan diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang bertujuan untuk 

memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu dalam konteks 

perdata. Artikel ini juga mengulas berbagai aspek hukum yang terkait dengan 

pengajuan gugatan, pihak yang terlibat, serta hak dan kewajiban masing-masing 

pihak selama proses peradilan berlangsung. Dengan pemahaman yang baik 

mengenai proses ini, diharapkan dapat tercipta peradilan yang adil, transparan, 

dan efisien dalam menyelesaikan sengketa perdata. 
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PENDAHULUAN 

Persoalan gugat-menggugat merupakan aspek penting dalam penerapan hukum materiil. 

Masalah ini tidak hanya menjadi kebutuhan bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat secara 

umum ketika menghadapi sengketa hukum. Namun, tidak semua masyarakat memahami aspek-aspek 

yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan gugatan, sehingga mereka yang membutuhkan 

bantuan dalam perkara hukum sering kali harus meminta bantuan, baik melalui jalur formal maupun 

informal. Pengembangan, penerapan, dan penegakan hukum, khususnya dalam pelaksanaan hukum 

formil, sangat dinantikan masyarakat saat ini dan di masa depan, seiring dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Sumaya, 2019).Gugat-menggugat dalam ranah hukum acara, seperti 

peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama, tidak hanya 

membahas substansi hukum yang menjadi pokok perkara. Gugatan juga harus disusun dengan bahasa 

yang sistematis, terukur, dan relevan antara satu masalah dengan yang lainnya. Selain itu, aspek siapa 

yang terlibat dalam gugatan dan di mana gugatan diajukan juga menjadi perhatian. Penyusunan surat 

gugatan, baik untuk penggugat maupun tergugat, memerlukan keahlian dan penguasaan aspek teknis 

serta non-teknis, yang bukan merupakan tugas mudah (Hipan, 2017).Ketentuan hukum tentang 

gugatan diatur dalam Pasal 118 HIR ayat (1) atau Pasal 142 Rechtsreglement Voor de 

Buitengewesten, yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus diajukan ke 

pengadilan negeri melalui surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya 

(Mendrofa, Telaumbanua, & Zulkifli, 2021). 

Dalam praktik gugat-menggugat, sering kali hakim menolak surat gugatan yang diajukan oleh 

pihak penggugat atau tergugat, meskipun mereka telah diwakili oleh kuasa hukum. Hal ini disebabkan 

oleh kerumitan dalam menyusun surat gugatan, sehingga masih terdapat kelemahan atau kekurangan 

dalam dokumen tersebut, meskipun telah dirancang oleh individu berpengalaman di bidang hukum, 
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baik praktisi maupun akademisi.Pembahasan mengenai gugat-menggugat secara tidak langsung juga 

mencakup pembahasan tentang surat kuasa khusus, yang sering dianggap sepele dan kurang penting. 

Akibatnya, surat kuasa sering dibuat tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Ketidaksesuaian 

ini menyebabkan surat kuasa tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan, sehingga berpotensi menimbulkan masalah. 

1. Surat gugatan tidak sah, apabila pihak yang mengajukan dan menandatangani gugatan adalah 

kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut, dan  

2. Segala proses pemeriksaan tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak 

didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat.  

Ketika terjadi situasi seperti ini, gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet on 

vankelijk verklaard). Hal tersebut merugikan pihak Penggugat, baik dari segi waktu maupun biaya, 

karena usaha yang dilakukan tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan. Untuk menghindari 

kerugian semacam itu, diperlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu. 

Dalam kenyataannya, hukum acara perdata cenderung kurang mendapat perhatian khusus dari 

para sarjana hukum dibandingkan dengan cabang ilmu hukum lainnya. Selain itu, bidang ini juga 

belum mendapatkan tempat yang layak dalam pendidikan hukum di Indonesia. Padahal, hukum acara 

perdata memiliki peranan yang sama pentingnya dengan hukum perdata materiil. Demi tegaknya 

hukum, terutama hukum perdata materiil, keberadaan hukum acara perdata sangatlah penting. Hukum 

perdata materiil tidak dapat dipisahkan dari hukum acara perdata, begitu pula sebaliknya. Keduanya 

saling melengkapi dan memiliki keterkaitan dalam menegakkan hukum di masyarakat.Pembangunan 

hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pembuat undang-undang, tetapi juga melibatkan peran 

penting dari hakim. Dalam praktiknya, banyak kaidah hukum yang tercipta melalui putusan hakim. 

Bagi hakim, hukum acara perdata menjadi pedoman utama atau aturan operasional dalam menangani 

suatu perkara. Hukum acara perdata tidak hanya berperan dalam proses peradilan, tetapi juga 

memiliki dampak di luar ranah pengadilan. Oleh karena itu, hukum acara perdata memerlukan 

perhatian yang setara dengan hukum perdata materiil, termasuk pemahaman dan penguasaan yang 

baik.Dalam perkara perdata di pengadilan, sering muncul persoalan seperti gugatan balik atau upaya 

hukum lain, seperti banding, terhadap putusan yang dianggap merugikan salah satu pihak. Untuk itu, 

diperlukan alat bukti yang kuat agar putusan hakim memiliki dasar yang kokoh, sehingga kebenaran 

materiil dalam suatu perkara dapat dipertanggungjawabkan.
1
 

 

KAJIAN TEORITIS 
Dalam kajian teoritis Proses gugatan dalam hukum acara perdata merupakan langkah awal 

dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak yang berselisih mengenai hak dan kewajiban yang 

mereka miliki. 
2
Dalam sistem hukum Indonesia, gugatan diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, 

yang disebut sebagai penggugat, kepada pengadilan negeri yang berwenang. Proses ini diawali 

dengan penyampaian surat gugatan yang berisi pokok sengketa, dasar hukum, serta bukti-bukti yang 

mendukung klaim dari penggugat. Setelah gugatan didaftarkan, proses persidangan dimulai dengan 

pemeriksaan awal, diikuti dengan sidang-sidang pemeriksaan perkara yang melibatkan kedua belah 

pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Hukum acara perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata), yang memandu jalannya prosedur pengadilan, mulai dari 

pengajuan gugatan, pembuktian, hingga putusan akhir. Salah satu karakteristik utama dari proses 

gugatan dalam hukum perdata adalah penggunaan prinsip onrechtmatige daad atau perbuatan 

melawan hukum, yang menjadi dasar bagi penggugat untuk menuntut haknya melalui pengadilan. 

Dalam hal ini, pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang menilai bukti dan memberikan keputusan 

yang adil berdasarkan hukum yang berlaku. Proses gugatan ini tidak hanya melibatkan prosedur 

formal, tetapi juga pengaturan mengenai hak-hak masing-masing pihak dalam perkara, termasuk hak 

                                                
1 Clarisa adelia tanry dkk,(2022),tinjauan yuridis terhadap putusan gugatan yang tidak dapat diterima oleh majelis haki,jurnal ilmiah 

indonesia 
2 Juliati br ginting,(2020),proses pembuktian perkara perdata,jurnal ilmu hukum  
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untuk membela diri, serta hak untuk mengajukan banding jika pihak yang kalah merasa tidak puas 

dengan putusan yang dijatuhkan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai proses gugatan dalam hukum 

acara perdata sangat penting untuk menciptakan penyelesaian sengketa yang efisien dan adil. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk memberikan 

gambaran yang jelas mengenai proses gugatan dalam hukum acara perdata. Pendekatan kualitatif 

dipilih karena bertujuan untuk mengkaji secara mendalam prosedur hukum yang berlaku dalam 

pengajuan gugatan perdata, serta menganalisis tahapan-tahapan yang terlibat dalam proses tersebut. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, dengan mengkaji literatur 

terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUH Perdata), buku-buku teks hukum, 

jurnal ilmiah, dan artikel-artikel hukum yang relevan. Selain itu, wawancara dengan praktisi hukum, 

seperti hakim, pengacara, dan pihak-pihak yang berpengalaman dalam proses peradilan perdata, juga 

dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih aplikatif mengenai pelaksanaan proses gugatan 

dalam praktek hukum sehari-hari. Analisis data dilakukan dengan cara mengkategorikan informasi 

yang diperoleh, kemudian disusun dalam bentuk narasi yang menggambarkan tahapan dan prosedur 

hukum secara sistematis dan komprehensif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mekanisme Dan Prosedur Pengajuan Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia  

Dalam hukum acara perdata di Indonesia, pengajuan gugatan diawali dengan pendaftaran 

perkara di pengadilan yang berwenang. Pihak yang mengajukan gugatan, yang disebut sebagai 

penggugat, harus menyerahkan surat gugatan yang memuat identitas para pihak, uraian singkat 

mengenai sengketa, alasan hukum yang mendasari gugatan, serta tuntutan atau permohonan yang 

diajukan. Surat gugatan ini harus disampaikan ke pengadilan yang memiliki kewenangan atas perkara 

tersebut, berdasarkan tempat tinggal tergugat atau tempat terjadinya peristiwa hukum yang menjadi 

dasar gugatan.Setelah penggugat mengajukan gugatan, pengadilan akan memeriksa kelengkapan 

administrasi dan formalitas gugatan. Jika ada kekurangan, pengadilan dapat mengeluarkan peringatan 

atau meminta perbaikan atas gugatan yang diajukan. Setelah gugatan dinyatakan lengkap, pengadilan 

akan menetapkan jadwal sidang pertama yang harus dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Tergugat 

kemudian diberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya terhadap gugatan yang diajukan, 

yang dikenal dengan istilah "jawaban tergugat." Proses ini diikuti dengan rangkaian persidangan, 

termasuk pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi.Jika setelah melalui proses persidangan tersebut, 

majelis hakim memutuskan perkara, maka keputusan tersebut dapat diterima oleh salah satu pihak 

atau diajukan banding.
3
 Dalam proses gugatan perdata, pihak yang kalah dapat mengajukan upaya 

hukum berupa banding,kasasi, atau permohonan peninjauan kembali jika terdapat alasan yang sah 

menurut hukum. Proses ini mencerminkan mekanisme hukum acara perdata yang memastikan hak 

setiap pihak untuk memperoleh keadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Proses pengajuan gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia tidak hanya terbatas pada 

penyampaian surat gugatan, tetapi juga mencakup prosedur formal yang harus dipatuhi oleh 

penggugat. Sebelum mengajukan gugatan, penggugat wajib memastikan bahwa gugatan yang 

diajukan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, baik itu terkait dengan batas waktu 

pengajuan gugatan (kadaluarsa) maupun syarat formil lainnya. Penggugat juga dapat didampingi oleh 

kuasa hukum untuk menyusun surat gugatan agar lebih tepat dan sesuai dengan aturan yang ada. 
4
Setelah gugatan diajukan, pihak pengadilan akan mengadakan pemeriksaan awal yang bertujuan 

untuk menentukan apakah gugatan tersebut dapat dilanjutkan ke proses persidangan ataukah harus 

ditolak karena alasan tertentu, seperti kurangnya dasar hukum yang kuat.pemeriksaan administrasi 

                                                
3 Raynaldo handojo putra dkk,(2023),analisis dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam menolak gugatan cerai yang tidak dapat 

diterima (niet ontvankelijke verklaard) di pengadilan dilihat dari perspektif hukum acara perdata,jurnal unes law review  
4 Eddhie praptono dkk,(2019),penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana berdasarkan perma nomor. 2 tahun 2015,jurnal ilmu 

hukum  
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dan kelengkapan gugatan, langkah selanjutnya adalah sidang pertama. Dalam sidang pertama, hakim 

akan memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk memberikan tanggapan atau jawaban 

terhadap gugatan yang diajukan. Tergugat dapat mengajukan bantahan atau pembelaan atas klaim 

yang disampaikan oleh penggugat, dan jika diperlukan, penggugat dapat memberikan tanggapan 

terhadap jawaban dari tergugat. Proses ini dikenal dengan istilah replik dan duplik, yang masing-

masing merupakan kesempatan bagi penggugat untuk menanggapi jawaban tergugat, serta bagi 

tergugat untuk memberikan balasan terhadap replik penggugat. Selain itu, pengadilan juga dapat 

memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, agar perkara dapat 

diselesaikan secara damai tanpa perlu melalui proses persidangan lebih lanjut. 

Mediasi gagal dan kedua belah pihak masih bersikukuh dengan posisi masing-masing, maka 

pengadilan akan melanjutkan proses persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi, ahli, dan 

bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, pihak yang mengajukan bukti wajib 

untuk memperlihatkan bukti yang relevan dan sah di mata hukum. Bukti-bukti tersebut bisa berupa 

dokumen tertulis, kesaksian, bukti elektronik, ataupun alat bukti lainnya yang diakui dalam prosedur 

hukum perdata Indonesia. Pemeriksaan bukti ini bertujuan untuk memastikan fakta-fakta yang ada 

dan menilai kebenaran dari setiap klaim yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat.rangkaian 

persidangan selesai, hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang telah 

disampaikan, serta memutuskan perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan yang 

dijatuhkan bisa berupa putusan yang mengabulkan gugatan, menolak gugatan, atau menghukum pihak 

tergugat untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan tuntutan penggugat. Selain itu, hakim juga 

dapat memberikan keputusan mengenai biaya perkara yang harus ditanggung oleh pihak yang kalah. 

Proses ini mengarah pada penyelesaian sengketa, yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi 

kedua belah pihak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata. 

Apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan yang diberikan, pihak yang kalah 

dapat mengajukan upaya hukum lanjutan. Upaya tersebut meliputi banding yang diajukan ke 

pengadilan tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, atau peninjauan kembali (PK) jika terdapat alasan 

yang sah dan baru ditemukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam proses ini, 

pihak yang mengajukan banding atau kasasi wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan serta memenuhi persyaratan formil dan materiil yang berlaku.Prosedur banding 

dan kasasi merupakan bagian dari mekanisme hukum yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan 

yang mungkin terjadi pada tingkat pengadilan pertama. Setelah semua upaya hukum diselesaikan dan 

putusan memiliki kekuatan hukum tetap, pihak yang kalah berkewajiban untuk melaksanakan putusan 

tersebut. Jika pihak yang kalah menolak untuk melaksanakan putusan, pihak yang menang dapat 

mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Eksekusi ini dapat dilakukan melalui penyitaan 

atau tindakan hukum lain yang sah guna menegakkan putusan.Dengan demikian, proses pengajuan 

gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia memberikan jaminan bagi para pihak yang 

bersengketa untuk mendapatkan penyelesaian secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. 

Jenis-Jenis Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata Dan Perbedaan Dalam Praktik Pengadilan  

Dalam hukum acara perdata di Indonesia, terdapat beberapa jenis gugatan yang dapat 

diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau memiliki kepentingan hukum tertentu. Salah satu 

jenis gugatan yang paling umum adalah gugatan perdata biasa, yang diajukan untuk menyelesaikan 

sengketa antara dua pihak atau lebih terkait dengan hak dan kewajiban yang dilanggar. 
5
Contoh dari 

gugatan ini termasuk sengketa mengenai perjanjian, hak milik, atau sengketa antar individu yang 

melibatkan hak-hak pribadi atau harta benda. Gugatan ini dapat berupa tuntutan pengembalian barang, 

ganti rugi, atau permintaan penyelesaian lainnya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.Selain 

gugatan perdata biasa, terdapat pula gugatan pembatalan perjanjian, yang diajukan oleh salah satu 

pihak yang merasa dirugikan akibat adanya perjanjian yang dianggap tidak sah atau batal demi 

                                                
5 Jordan marciano makale dkk,(2023),analisis yuridis gugatan niet ontvankelijke verklaard (no) pada sengketa tanah dalam hukum acara 

perdata,jurnal lex administratum 
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hukum. Gugatan ini biasanya diajukan berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti adanya penipuan, 

paksaan, atau kesalahan yang terjadi dalam proses pembuatan perjanjian.  

Dalam hal ini, pihak penggugat berusaha agar perjanjian yang telah disepakati antara pihak-

pihak yang terlibat dibatalkan, sehingga kembali ke kondisi semula atau menjadi tidak berlaku 

lagi.Selain itu, ada juga gugatan ganti rugi, yang diajukan ketika seseorang atau suatu pihak merasa 

bahwa mereka telah mengalami kerugian material atau immaterial akibat perbuatan pihak lain. 

Misalnya, dalam hal kecelakaan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang menyebabkan kerugian, 

pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi untuk mendapatkan kompensasi atas 

kerugian yang diderita. Gugatan jenis ini memerlukan bukti yang jelas mengenai kerugian yang 

dialami serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan tergugat dan kerugian yang 

diderita oleh penggugat. 

Gugatan lain yang sering diajukan adalah gugatan pemisahan harta benda dalam perkawinan. 

Dalam hal ini, pasangan suami istri yang sedang dalam proses perceraian atau sengketa terkait harta 

bersama dapat mengajukan gugatan agar harta bersama mereka dipisahkan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menyelesaikan masalah pembagian harta yang mungkin 

timbul akibat perpisahan atau perceraian. Pada umumnya, gugatan semacam ini akan diajukan ketika 

terdapat sengketa mengenai siapa yang berhak atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan, 

baik itu berupa aset maupun utang yang timbul selama perkawinan.Dalam praktik pengadilan, 

perbedaan antara jenis gugatan tersebut terlihat pada prosedur pemeriksaan dan pembuktian yang 

harus dilakukan.  

Gugatan perdata biasa, misalnya, lebih fokus pada pemeriksaan terhadap fakta-fakta yang 

relevan dengan sengketa yang diajukan, seperti dokumen atau saksi yang dapat menguatkan klaim 

penggugat. Sementara itu, dalam gugatan pembatalan perjanjian, pengadilan lebih menekankan pada 

pembuktian adanya unsur-unsur tertentu yang mengarah pada pembatalan, seperti penipuan atau 

kesalahan dalam perjanjian. Begitu pula dengan gugatan ganti rugi, yang memerlukan bukti kerugian 

yang jelas dan terukur untuk menentukan besaran ganti rugi yang harus diberikan kepada pihak yang 

dirugikan.Perbedaan lain juga dapat dilihat dalam prosedur pengadilan ketika berhadapan dengan 

gugatan pemisahan harta benda perkawinan. 
6
Pengadilan akan memeriksa secara rinci status 

perkawinan dan harta yang diperoleh selama masa perkawinan, dan memutuskan berdasarkan prinsip 

keadilan, yaitu pembagian harta secara adil antara suami dan istri. Dalam hal ini, pengadilan dapat 

mengeluarkan keputusan yang mencakup pemisahan harta, bahkan jika salah satu pihak merasa tidak 

setuju dengan pembagian yang dilakukan. Pada dasarnya, jenis-jenis gugatan dalam hukum acara 

perdata ini memiliki prosedur yang berbeda-beda, tergantung pada jenis sengketa yang diajukan oleh 

pihak penggugat dan faktor-faktor hukum yang relevan dalam setiap perkara. 

Faktor Yang Memperngaruhi Kelancaran Dan Keberhasilan Proses Gugatan Dalam Hukum 

Acara Perdata  

Kelancaran dan keberhasilan proses gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi formal maupun substantif. Salah satu faktor utama 

adalah pemahaman yang baik dari pihak penggugat mengenai hak dan kewajibannya dalam proses 

gugatan. Penggugat yang memahami dengan jelas prosedur hukum yang berlaku akan lebih mudah 

menyusun surat gugatan yang memenuhi syarat formil dan materiil. Hal ini sangat penting agar 

gugatan tidak ditolak pada tahap awal oleh pengadilan karena kekurangan formalitas atau 

ketidaktepatan dalam penulisan. 

Selain pemahaman yang baik, keberadaan bukti yang kuat dan relevan juga sangat mempengaruhi 

kelancaran gugatan. Bukti yang sah dan dapat diterima oleh pengadilan merupakan elemen krusial 

dalam proses perdata. Tanpa adanya bukti yang cukup untuk mendukung klaim penggugat, 

kemungkinan gugatan untuk diterima atau berhasil sangat kecil. Oleh karena itu, penggugat perlu 

memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan, seperti dokumen, saksi, atau alat bukti lainnya, benar-

benar kuat dan relevan dengan perkara yang diajukan. 

                                                
6 Maralutan siregar dkk,(2023),pemisahan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum materiil dan 

penerapan di pengadilan,locus journal of academic literature review 
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Faktor lainnya adalah kualitas dan kompetensi dari kuasa hukum yang mendampingi 

penggugat. Dalam banyak kasus, penggugat mengandalkan bantuan pengacara untuk menyusun dan 

mengajukan gugatan. Keahlian pengacara dalam memahami hukum acara perdata, serta kemampuan 

mereka dalam merancang argumen yang meyakinkan di hadapan hakim, dapat menentukan jalannya 

proses gugatan
7
. Pengacara yang berpengalaman dan profesional juga akan lebih cakap dalam 

mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam persidangan, termasuk menanggapi argumen dari 

pihak tergugat.sikap kooperatif dari kedua belah pihak dalam proses persidangan sangat 

mempengaruhi keberhasilan gugatan. Ketika kedua pihak, baik penggugat maupun tergugat, bersikap 

terbuka dan bersedia berkomunikasi dengan baik, pengadilan dapat dengan lebih mudah menemukan 

solusi yang adil dan mengurangi kemungkinan adanya ketegangan yang berlarut-larut. Namun, 

apabila salah satu pihak tidak kooperatif atau menunda-nunda proses, maka proses persidangan bisa 

terhambat, yang pada akhirnya mengganggu kelancaran gugatan. 

keberadaan dan ketersediaan saksi yang dapat memberikan keterangan yang jelas dan relevan. 
8
Saksi-saksi yang memiliki informasi yang langsung berkaitan dengan pokok perkara dapat menjadi 

kunci penting dalam menentukan kebenaran dari suatu klaim. Kehadiran saksi yang tidak dapat 

dibuktikan keberadaannya atau saksi yang tidak dapat memberikan keterangan yang jelas dapat 

menghambat jalannya proses persidangan dan memperlambat pengambilan keputusan oleh 

hakim.Waktu juga menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam kelancaran proses gugatan. 

Pengadilan memiliki batasan waktu dalam menyelesaikan suatu perkara. Apabila suatu perkara 

memakan waktu yang terlalu lama, baik karena adanya banyaknya tunda sidang atau ketidakjelasan 

dalam pelaksanaan proses persidangan, maka hal ini dapat merugikan salah satu pihak. Tunda sidang 

yang berkepanjangan sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum bagi penggugat dan tergugat, 

yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan itu sendiri. 

Proses mediasi yang dilakukan sebelum atau selama sidang juga berperan besar dalam 

kelancaran gugatan. Mediasi yang efektif dapat membantu menyelesaikan sengketa dengan cara 

damai tanpa harus melalui persidangan yang panjang. Ketika mediasi berhasil, kedua belah pihak 

dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, dan perkara dapat diselesaikan tanpa perlu 

keputusan hakim. Oleh karena itu, pengadilan sering kali mendorong kedua belah pihak untuk 

menjalani mediasi sebagai langkah awal dalam upaya penyelesaian sengketa. 

Selanjutnya, keberadaan sistem peradilan yang efisien juga mempengaruhi kelancaran gugatan. 

Pengadilan yang memiliki sistem administrasi yang baik, fasilitas yang memadai, serta hakim yang 

tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, akan dapat menjalankan proses gugatan dengan lebih lancar. 

Sebaliknya, pengadilan yang kekurangan sumber daya, baik itu dalam hal jumlah hakim, staf 

administrasi, atau fasilitas lainnya, dapat mengalami keterlambatan dalam proses persidangan yang 

berdampak pada ketidakpastian hukum.Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah adanya iklim 

sosial-politik yang mendukung independensi peradilan. Keberhasilan gugatan perdata sangat 

bergantung pada integritas dan objektivitas hakim dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, 

stabilitas politik dan keadilan sosial di negara tersebut turut mempengaruhi kualitas keputusan hukum 

yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam iklim yang mendukung independensi peradilan, hakim dapat 

mengambil keputusan berdasarkan hukum dan fakta yang ada, tanpa adanya tekanan dari luar yang 

dapat memengaruhi proses peradilan. 

aktor biaya perkara juga menjadi salah satu faktor yang tak dapat diabaikan dalam kelancaran 

proses gugatan. Bagi sebagian orang, biaya pengacara dan biaya administrasi pengadilan bisa menjadi 

beban yang berat. Ketika biaya yang dibutuhkan terlalu tinggi, hal ini dapat menghalangi akses 

masyarakat untuk mengajukan gugatan atau bahkan memaksa mereka untuk menarik kembali gugatan 

yang sudah diajukan. Oleh karena itu, akses terhadap keadilan yang terjangkau sangat penting untuk 

                                                
7 Rusydi, b. A. (2020). Problem kehadiran dan upaya hukum tergugat dalam putusan verstek perkara perceraian pada pengadilan agama 

bandung. Muslim heritage, 5(2), 393-393. 

 
8 Ratnaningsih, i. D. A. S., & dewi, p. E. T. (2023). Sahnya suatu perjanjian berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata. Kajian ilmiah 

hukum dan kenegaraan, 2(2), 95-102. 
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memastikan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan dan memperoleh keputusan yang 

adil.Dengan demikian, kelancaran dan keberhasilan proses gugatan dalam hukum acara perdata tidak 

hanya bergantung pada satu faktor saja, melainkan pada kombinasi dari berbagai faktor yang saling 

mendukung. Pemahaman hukum yang baik, bukti yang kuat, kuasa hukum yang kompeten, sikap 

kooperatif para pihak, serta sistem peradilan yang efisien adalah elemen-elemen penting yang harus 

dipenuhi untuk memastikan bahwa proses perdata dapat berjalan dengan baik dan adil. 

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Merasa Tidak Puas Dengan Hasil 

Putusan Dalam Proses Gugatan Perdata  

Dalam sistem peradilan Indonesia, pihak yang merasa tidak puas dengan hasil putusan dalam 

proses gugatan perdata memiliki beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencari 

keadilan. Salah satu upaya hukum pertama yang dapat ditempuh adalah banding. Banding adalah 

proses hukum yang memungkinkan pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama 

untuk meminta pengadilan yang lebih tinggi (pengadilan tinggi) untuk memeriksa kembali perkara 

tersebut. Banding dilakukan dengan mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 14 hari setelah putusan pengadilan pertama 

dijatuhkan. Dalam proses banding, pengadilan tinggi akan menilai kembali baik dari segi substansi 

maupun prosedur hukum yang diterapkan pada perkara tersebut.setelah dilakukan banding pihak yang 

tidak puas masih merasa keputusan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan atau haknya, maka 

langkah berikutnya adalah mengajukan kasasi. Kasasi merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan 

ke Mahkamah Agung untuk menilai kembali putusan pengadilan tinggi. Kasasi diajukan oleh pihak 

yang merasa bahwa keputusan pengadilan tinggi telah mengandung kekeliruan dalam penerapan 

hukum. Kasasi memiliki cakupan yang lebih terbatas dibandingkan banding, karena Mahkamah 

Agung hanya akan menilai apakah terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau prosedur, tanpa 

mengadili kembali perkara secara substansial. Pengajuan kasasi harus dilakukan dalam waktu 14 hari 

setelah putusan banding dijatuhkan. 

Selain banding dan kasasi, pihak yang merasa tidak puas juga bisa mengajukan peninjauan 

kembali (PK) sebagai salah satu upaya hukum. Peninjauan kembali adalah prosedur hukum yang 

memungkinkan pengadilan untuk memeriksa kembali suatu perkara yang telah memiliki kekuatan 

hukum tetap. PK dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru yang tidak dapat diperoleh pada saat 

proses persidangan sebelumnya, atau jika terdapat kekeliruan yang sangat jelas dalam putusan yang 

sudah dijatuhkan. PK berbeda dengan banding dan kasasi karena tidak mengacu pada kesalahan 

dalam penerapan hukum atau prosedur, tetapi pada temuan baru yang dapat mengubah substansi dari 

putusan yang telah diberikan.Meskipun PK dapat dilakukan atas dasar bukti baru atau kekeliruan yang 

jelas, proses ini juga memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini sering kali menjadi 

kendala bagi pihak yang merasa dirugikan untuk melanjutkan proses PK. Pihak yang mengajukan PK 

harus dapat menunjukkan dengan jelas bahwa bukti baru tersebut relevan dan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil perkara. Selain itu, PK juga hanya dapat diajukan sekali, yang 

menjadikannya sebagai upaya hukum yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan banding atau 

kasasi. 

Upaya hukum tersebut, pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan juga dapat 

mengajukan gugatan perlawanan. Gugatan perlawanan umumnya digunakan dalam konteks 

eksekusi putusan. Jika pihak yang kalah dalam perkara tidak menjalankan putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap, pihak yang menang dapat mengajukan gugatan perlawanan untuk memaksa 

pihak yang kalah menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi putusan. Dalam hal ini, gugatan 

perlawanan bukanlah upaya hukum yang mengubah putusan, tetapi lebih berfokus pada pelaksanaan 

keputusan yang telah ada.Namun, sebelum melakukan gugatan perlawanan, pihak yang merasa tidak 

puas harus mempertimbangkan terlebih dahulu aspek pelaksanaan putusan. Apabila terdapat 

hambatan yang membuat eksekusi tidak dapat dilaksanakan, maka langkah perlawanan ini menjadi 

penting agar putusan tersebut tetap dijalankan. Proses perlawanan ini bisa melibatkan eksekusi 

barang, penyitaan, atau tindakan lainnya sesuai dengan kewenangan pengadilan untuk memastikan 

putusan dilaksanakan dengan adil. 
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Dalam beberapa kasus, pihak yang tidak puas juga dapat mengajukan mediasi sebagai salah 

satu cara untuk mencari penyelesaian sengketa. Meskipun mediasi bukanlah bentuk upaya hukum 

dalam konteks pengajuan banding atau kasasi, namun dalam praktiknya mediasi sering kali dapat 

menjadi alternatif yang lebih cepat dan murah
9
. Proses mediasi dapat dilakukan baik sebelum maupun 

selama proses persidangan berlangsung, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara 

kedua belah pihak tanpa perlu melalui proses pengadilan yang panjang. Mediasi ini dapat dilakukan 

dengan bantuan seorang mediator yang independen dan berkompeten.Meskipun tidak dapat mengubah 

putusan yang sudah ada, mediasi menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan bisa diakses oleh pihak 

yang merasa bahwa proses hukum formal terlalu rumit dan memakan waktu. Selain itu, dengan 

tercapainya kesepakatan melalui mediasi, kedua belah pihak bisa menghindari ketegangan yang 

mungkin timbul akibat ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan. 

pihak yang merasa dirugikan dalam proses perdata juga dapat mempertimbangkan 

penundaan eksekusi sebagai salah satu upaya hukum yang dilakukan selama masa banding atau 

kasasi. Penundaan eksekusi ini diajukan untuk menunda pelaksanaan putusan yang sudah dijatuhkan 

sampai ada putusan lebih lanjut dari pengadilan tingkat tinggi. Biasanya, pengadilan akan 

memberikan penundaan eksekusi jika terdapat alasan yang cukup kuat, seperti kerugian yang lebih 

besar bagi pihak yang mengajukan penundaan jika eksekusi dilakukan sebelum putusan banding atau 

kasasi keluar.
10

Penting untuk dicatat bahwa penundaan eksekusi hanya bersifat sementara dan tidak 

dapat mengubah substansi dari putusan yang telah dijatuhkan. Namun, jika putusan yang lebih tinggi 

mengubah atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, maka penundaan eksekusi tersebut 

akan menjadi sangat relevan dalam menghindari pelaksanaan yang tidak adil. Oleh karena itu, 

penundaan eksekusi memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak puas untuk menunggu keputusan 

yang lebih tinggi tanpa harus menghadapi kerugian yang lebih besar akibat eksekusi putusan yang 

tidak sesuai dengan hasil banding atau kasasi. 

Di samping itu, perlawanan terhadap eksekusi juga dapat dilakukan apabila pihak yang 

kalah merasa bahwa eksekusi yang dilakukan tidak sesuai dengan isi putusan atau terdapat kekeliruan 

dalam prosedurnya. Dalam hal ini, pihak yang kalah dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan 

untuk meminta peninjauan lebih lanjut terhadap eksekusi yang dilakukan. Proses perlawanan terhadap 

eksekusi ini sering kali dipertimbangkan jika ada indikasi bahwa eksekusi yang dilakukan dapat 

merugikan pihak yang kalah, atau jika terdapat pelaksanaan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku.Dalam proses ini, pengadilan akan memeriksa apakah eksekusi 

dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan apakah pihak 
11

yang kalah berhak untuk mengajukan 

perlawanan. Jika perlawanan diterima, maka eksekusi dapat ditunda atau bahkan dibatalkan sampai 

ada keputusan lebih lanjut. Proses perlawanan terhadap eksekusi ini memberikan perlindungan bagi 

pihak yang merasa dirugikan oleh pelaksanaan putusan yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

Secara keseluruhan, sistem peradilan Indonesia memberikan berbagai saluran upaya hukum 

bagi pihak yang tidak puas dengan hasil putusan dalam gugatan perdata. Baik melalui banding, kasasi, 

peninjauan kembali, gugatan perlawanan, mediasi, penundaan eksekusi, atau perlawanan terhadap 

eksekusi, pihak yang merasa dirugikan memiliki kesempatan untuk mencari keadilan lebih lanjut. 

Setiap upaya hukum ini memiliki tujuan yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk memastikan 

bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia 

yang dijamin oleh hukum di Indonesia. 

 

 

 

                                                
9 Mubarak, a., zulaeha, m., & tornado, a. S. (2022). Legalitas hukum pihak penggugat dalam mengajukan gugatan di pengadilan dengan akta 

pengikatan jual beli. Banua law review, 4(1), 1-22. 
10 Triara rizki utami,(2023),eksekusi putusan dan implikasi hukum bagi pihak yang tidak patuh dalam perkara perdata,jurnal serambi hukum 
11 Geofanny m.c. Runtu dkk,(2024),prosedur pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan dalam perkara perdata,jurnal fakultas hukum unsrat 

lex administratum 
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SIMPULAN 

Kesimpulan pertama, proses gugatan dalam hukum acara perdata merupakan langkah penting 

dalam memastikan keadilan di masyarakat, terutama dalam menyelesaikan sengketa hak dan 

kewajiban antara pihak-pihak yang berperkara. Prosedur gugatan meliputi pendaftaran perkara, 

pembuktian, hingga putusan akhir oleh pengadilan, yang semuanya diatur secara formal dalam 

ketentuan hukum. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada pemahaman penggugat akan 

hukum, kelengkapan bukti, dan kompetensi kuasa hukum yang mendampingi. Dengan prosedur yang 

baik dan adil, proses ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal serta 

menyelesaikan sengketa secara efektif.Kesimpulan kedua, terdapat berbagai jenis gugatan yang dapat 

diajukan sesuai dengan karakteristik sengketa, seperti gugatan perdata biasa, pembatalan perjanjian, 

dan ganti rugi. Meskipun prosedur formal telah diatur, tantangan seperti kurangnya perhatian terhadap 

hukum acara perdata, kekurangan bukti, dan hambatan administratif sering kali menjadi kendala. Oleh 

karena itu, diperlukan upaya bersama dari pengadilan, praktisi hukum, dan masyarakat untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan perdata, sehingga tercipta keadilan yang 

merata dan transparan dalam penyelesaian sengketa. 

 

SARAN  

Berikut adalah saran yang dapat diambil berdasarkan isi artikel: 

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Perdata,Para praktisi hukum, akademisi, dan 

masyarakat umum perlu meningkatkan pemahaman mengenai hukum acara perdata, 

khususnya terkait prosedur pengajuan gugatan. Pelatihan dan sosialisasi yang lebih luas dapat 

membantu masyarakat menghindari kesalahan administrasi atau kekurangan formil yang 

sering menjadi alasan ditolaknya gugatan. 

2. Penguatan Kompetensi Kuasa Hukum,Para pengacara dan kuasa hukum yang mendampingi 

penggugat harus memiliki kompetensi yang memadai dalam merancang surat gugatan dan 

menyusun argumen yang kuat. Untuk itu, diperlukan pelatihan teknis yang lebih terarah, baik 

di tingkat pendidikan formal maupun melalui program pelatihan profesional. 

3. Peningkatan Efisiensi Sistem Peradilan,Sistem administrasi peradilan perlu ditingkatkan 

untuk memastikan kelancaran proses hukum, termasuk menyediakan fasilitas yang memadai, 

menambah jumlah tenaga ahli, dan memperbaiki sistem manajemen perkara. Dengan 

demikian, waktu penyelesaian gugatan dapat diperpendek, dan biaya perkara dapat 

diminimalkan. 

4. Penerapan Mediasi Secara Optimal,Mediasi sebagai bagian dari proses peradilan perlu 

dimanfaatkan secara maksimal untuk mengurangi beban persidangan. Pengadilan perlu lebih 

aktif mendorong para pihak untuk mencapai penyelesaian secara damai, sehingga proses 

hukum dapat berjalan lebih cepat dan efektif. 

5. Akses Hukum yang Lebih Terjangkau,Untuk memberikan keadilan yang merata, biaya 

perkara dan layanan hukum perlu dijadikan lebih terjangkau. Hal ini dapat dilakukan melalui 

subsidi, bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu, atau reformasi biaya 

administrasi di pengadilan. 

Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan sistem hukum acara perdata di Indonesia 

dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu menciptakan keadilan yang lebih inklusif. 

 

REFERENSI 

Hamzah Pai’pin,Sufirman Rahman Dkk,(2022),Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang 

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima,Journal Of Lex Generalis (Jlg) 

Juliati Br Ginting,(2020),Proses Pembuktian Perkara Perdata,Jurnal Ilmu Hukum  

Muhammad Fadillah Ulhad Dkk,(2023),Konsep Hukum Pada Gugatan Kasus Perdata Wanprestasi 

Akibat Kredit Macet,Jurnal Konstruksi Hukum 

Clarisa Adelia Tanry Dkk,(2022),Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Gugatan Yang Tidak Dapat 

Diterima Oleh Majelis Haki,Jurnal Ilmiah Indonesia 

 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230912230068910


 

Media Hukum Indonesia (MHI) 
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane 
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index 

             December 2024. Vol. 2, No. 4 
  e-ISSN: 3032-6591 

pp 801-810 
 

 

Media Hukum Indonesia, December 2024. Vol 2, No. 4 | 810  

 

Raynaldo Handojo Putra Dkk,(2023),Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam 

Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Di 

Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata,Jurnal Unes Law Review  

Eddhie Praptono Dkk,(2019),Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan 

Perma Nomor. 2 Tahun 2015,Jurnal Ilmu Hukum  

Jordan Marciano Makale Dkk,(2023),Analisis Yuridis Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard (No) 

Pada Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata,Jurnal Lex Administratum 

Maralutan Siregar Dkk,(2023),Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum 

Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan,Locus Journal Of Academic 

Literature Review 

Mohammad Maulana Kusuma Wardhana Dkk,(2023),Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada 

Sidang Perkara Perdata Dalam Agenda Pembuktian(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 80 / 

Pdt.G /2020 / Pn. Plg),Jurnal Rectum 

Rusydi, B. A. (2020). Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek 

Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung. Muslim Heritage, 5(2), 393-393. 

Ratnaningsih, I. D. A. S., & Dewi, P. E. T. (2023). Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan, 2(2), 95-102. 

Mubarak, A., Zulaeha, M., & Tornado, A. S. (2022). Legalitas Hukum Pihak Penggugat Dalam 

Mengajukan Gugatan Di Pengadilan Dengan Akta Pengikatan Jual Beli. Banua Law Review, 

4(1), 1-22. 

Geofanny M.C. Runtu Dkk,(2024),Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara 

Perdata,Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum 

Triara Rizki Utami,(2023),Eksekusi Putusan Dan Implikasi Hukum Bagi Pihak Yang Tidak Patuh 

Dalam Perkara Perdata,Jurnal Serambi Hukum  

Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati Dkk,(2021),Upaya Hukum Terhadap Putusan Sela Serta 

Pengaruhnya Terhadap Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri 

Denpasar),Jurnal Ilmu Hukum  

Laila M. Rasyid, Sh, M.Hum Ddk,(2015),Modul Pengantar Hukum Acara Perdata 

Asman Suryadi Abdul Hamid Ismail Ddk,(2023),Hukum Acara Perdata Dan Praktik Peradilan Perdata 

 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230912230068910

